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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dari pembahasan skiripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak di daerah Buntok
Kabupaten Barito Selatan dapat diidentifikasi yang dikaitkan dengan hadhanah
(hak asuh anak). Persoalan mengasuh anak sesungguhnya tidak ada
hubungannya dengan perwalian anak sebagaimana argumentasi nenek dan
kakeknya. Namun, apabila dikaitkan dengan hadhanah, maka nenek dan
kakeknya berhak mengasuh cucunya apabila orang tuanya tidak mampu
mengasuh anaknya, maka hak asuh anak dapat dialihkan secara berurutan
kepada keluarga ibu dari seorang anak (nenek dan kakek). Tetapi, jika anak
tidak memiliki kerabat perempuan dari kalangan muhrim, atau ada tetapi tidak
bersedia, maka pengasuhan anak beralih kepada kerabat laki-laki yang masih
muhrimnya atau berhubungan darah (nasab).

2. Bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak pada dasarnya akan
bermasalah apabila terlalu mendominasi hak asuh cucu disertai tidak ada atau
tidak baiknya komunikasi, dimana orang tua dan anak menantu bertahan
dengan pendapat dan egonya masing-masing. Pada kasus ini terlihat orang tua
tidak mau melepas tanggung jawabnya atas pengasuhan cucu dan dalam pola
asuh cucu ini menerapkan pola asuh otoriter (authoritarian). Adanya campur
tangan orang tua inilah memicu terjadinya pertengkaran terus menerus antara

anak dan suaminya yang pada ujungnya memutuskan untuk bercerai. Bahkan
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setelah perceraiannya, orang tua tetap melarang cucunya keluar rumah

sehingga tidak bisa mengikuti bapaknya tinggal di rumah orang tuanya.

. Saran

Dari kesimpulan skripsi ini dapat disarankan sebagai berikut:

. Agar KHI dapat berjalan baik di masyarakat, khusus terkait tanggung jawab
orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah dan hak asuh anak akibat
perceraian, serta mengatur mengenai bentuk campur tangan kakek dan nenek
sebagai perwalian terkaithak asuh cucu. Untuk menjamin terlaksana hak asuk
anak/cucu yang baik, seharusnya ada sosialisasi dan kontrol dari pemuka
agama dan tokoh masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait dengan
UU Perlindungan Anak juga perlu ada sosialisasi, kerjasama dan kontrol dari
Negara (pemerintah) dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemenuhan hak-
hak anak khususnya setelah perceraian dapat berjalan baik dan tentunya sesuai
dengan KHI dan UU Perlindungan Anak.

. Seharusnya kedua orang tua yang sudah bercerai, tetap menjalankan kewajiban
khususnya seorang ayah yang harus tetap membiayai anaknya sehingga sadar
dan patuh dengan kewajiban tersebut agar tidak terjadi ketimpangan dalam
hidup anak kelak yang disebabkan perceraian kedua orang tuanya. Selanjutnya
apabila anak tidak mendapatkan haknya juga dari orang tuanya dalam hal
pendidikan dan pembiayaannya, maka kakek dan neneknya sebagai wali atau
kerabat dari orang tua anak dapatmengajukan gugatan dan meminta hakim
untuk menetapkan hak asuh tersebut sampai ia berdiri sendiri atau dewasa

diserahkan kepada mereka.





